PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON,

WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTA.ffG

NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI KENDARAAN DINAS

DAN NOMOR REGISTRASI KENDABAAN DINAS DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA '

PEMERINTAH KO'fA TOMOHON |

WALIKOTA TOMOHON,

bahwa untuk 'penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Pera}uran

Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2017 te~ntang
Pembentukan dan Susunan  Perangkat Daerah Kota,
Tomohon, perlu menetapkan Peraturan Walikotft te tang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 15
Tahun 2014 Tentang S.tandarisasi Kendaraan IDinaJ Dan
Nomor Registrasi Kdndaraan Dinas D~ Lingl¢ngan
Pemerintah Kota Tomohon;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tintang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Sel~tanj danj Kota
Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembar;anl'jegara
Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia N0m0r427 3)|

2. Undang-Undang ~omor 12 Tahun 201 | tentang
Pembentukan -~ Peraturan Perundangl Un~angan
(Lembaran Negara: Republik Indonesia. Tahun | 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran N~gaia Rerublik
Indonesia Nomor 52~4);

3. Und"".g-Undang ~omor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Da9rah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Irldonesia Nomor 5587) sebagal!imana
telah diubah beberapa kali, terakhir ~eng~ uzli.dang-
undang nomor 9 tahun 2015 tentang peruba han kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerin:ahan Dadrah (Lembaran N-~garaj R~tlblik
Indonesia Tahun 2915 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); al




Menetapkan

10.

11

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun %OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemba,ran Negara
Republik Indonesia iahun 2005 Nomor 140, TambaEn
Lembaran Negara Re~ublik Indonesia Nomot' 4T S)'
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten, g
Pengelolaan Barang, Milik Negara/Daeral 1 (Lembaran
Negara Republik I!'l~?nesia Tahun 2014 N-~morl, 92
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia N(tor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun ~016 ten g

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Ipdorlesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Nekara
Republik Indonesia ~omor 5587); ‘

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7, Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prakrari.a ferja
Pemerintah Daerah sebagalmana telah dlubaﬁ& dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan J\tas Peraturan Menteri DalJ.mNiegeri
Nomor 7 Tahun 20Q6 tentang Standarisasi S~anl dan
Prasarana Kerja Pel71erintalDaerah; ! T
Peraturan Menteri /1]l Negeri Nomor SO TB.fun ~015
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berlta
Negara Republik Ind‘7n651a Tahun 2015 NoD lor f03t>)
Peraturan Menteri qalam Negeri Nomor 19 Tapun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milif Dferah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20il.6 jomor
547); |

Peraturan Daerah ~ota Tomohon Nomor6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkkt Daerah
Kota Tomohon (Lembaran Daerah Kata Tomohon 1 ahun

2016 Nomor 38}; o . o

Peraturan Kepala Kepolisian-Negara Republik Ind~nesia
Nomor 5 Tahun 201:2 tentang Registrasi dan dentifikasi
Kendaraan Bermoto-~. . ’

y oy

MfMUTUSKAN

PERATURAN WALIKO}LA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKO'fy\ TOMOHON NOMOR 15 T~UN

2014 TENTANGSTAND'f'RIsASI KEND~ timAS DAN
NOM(?R  REGISTRA~I KEND~ . DIffAS DI

LINGKUNGAN PEMERIINTAH KOTATOMOH?N. ‘aﬂ‘l.




PASALI
Merubah beberapa ketentuan dalam pasal 4 Rlerat ran
Walikota Tomohon Ntimor 15 Tahun 2,014 te°~ang
Standarisasi Kendarrui.n Dinas Dan Nomor Registrasi
Kendaraan Dinas Di Lin~kungan Pemerintah Kota ~om6hon
sebagai berikut : |

Pasal 4

(1) NomorRegistrasi Ken~araan Dinas diberikan untiuk:
a. Kendaraan perojangan dinas;
b. Kendaraan dinas operasional/Kendaraan  dinas
jabatan; \
c. Kendaraan dinas operasional khusus/Iapanganj

(2) Nomor Registrasi ~enYaraan sebagahnana tlﬁJm Icsud
pada ayat (1) berbentuk plat alyrrumum Perwatna dasar
merah dengan tulisan berwarna putih.

(3) Nomor Registrasi Kendaraan Dinas se9agruran8r
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c
adalah | sampai dengan 61.

|

(4) Nomor Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menggunakan huruf lkode wilayah DB dart huifuf alokasi
G v

(5) Nomor Registrasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan
untuk :

a. Kendaraan perorangan dinas; ‘ -

b. Kendaraan dinasjjabatan yang dipergunakag. mntuk
pelaksanaan tu~as pemegang  jabatan aplmrlﬂall
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon,
Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pellgacl¥n fegeri
Pejabat eselon lil dan pejabat eselon Illa (Hepala
Bagian Sekretariat Daerah dan Camat) di kgldiigan
Pemerintah Kota; |

c. Kendaraan Operasional Istri/Suami Walikota, Ketua

Tim Penggerak | PKK dan Ketua Darma anita
Persatuan.

(6) Urutan Nomor Registrasi Kendaraan perorangan dinas,
kendaraan dinas jJbatan dan kendaraan 6pera'.sional
sebagaimana dimakJud pada ayat (5), tercantum ~alam
Lampiran yang meiupakan bagian tidak t~rpishlikan
dengan Peraturan W~ota ini. f




PASAL 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. | |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan
pengundangan Peraturan Walikota ini | dehgan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.Jj
!

PARAF KOORDINASI

Wakil Walikota Tomohon ~

Sekretaris Daerah

Asisten Perekonornian

Inspektur Kata

Kabag Hukum

Kepala Badan Keuangan

Daerah

Diundangkan di Tomohon

pada tanggal

14 JantB,:ti. =17

BERITA DAERAH KOTATOMOHON TAHU~ 2017 NOMOR 57"




LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TOMOHOJ ‘ |

NOMOR 4  TAHUN 201'7
TENTANG ‘
NOMORREGISTRASIKENDARAAI‘PIjﬁg GANDINAS,KEND~' RAAN| IDINAS
OPERASIONAL/KENDARAANDINAS 1 :AN |

No Nomor Pej abat/Pimpirll_an DPRD/Pimpinan Orgalilisaqi
Kendaraan |Perangkat Daerah/pnit Kerjapa~a Sekretarift D'erah
1 2 | a ]
1 DB I G Walikota
p DB 2 G |Wakil Walikota |
3 DB 3 G Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 DB 4 G Kepala Kejaksaan NJgeri
5 DB 5 G Ketua Pengadilan Ndgeri
|
6 DB 6 G Sekretaris Daerah Kjata g |
7 DB 7 G Wakil Ketua Dewan reiwakilan Rakyat Daerah |
8 DB 8 G Wakil Ketua Dewan feiwakilan Rakyat Daerah |
9 DB 9 G Inspektur Kota ;
10 (DB 10 G Asisten Keeejahteraa‘n Rakyat
11 [DB 11 G Asisten Perekonomi~
12 DB 12 G Asisten Umum o
13
Staf Ahli Walikota B|dang Pemerintahan dan |
14 DB 14 G
Kemasyarakatan p
15 |DB 15 G Staf Ahli Walikota B‘idang Ekonomi dan Pembanguri‘an
' |
16 |DB 16 G Staf Ahli Walikota Btdang Administrasi dan SD~ |
17 |DB 17 G Sekretaris DPRD | ) \
Kepala B iti
13 |pB 18 G epala Badan Perenfanaan Penelitian Dan ‘ ‘
Penge:m.bangan |
19 | DB 19 G Kepala Badan Kepeqawaian Pendidikan Dan PJlaj[_iITIan
20 | DB 20 G Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | I
51 | b 21 @ Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana
Daerah : )
22 | DB 22 G Kepala Badan Keua.zr.gaDaerah | ]
23 | DB 23 G Kendaraan Operasidnal Ketua Tim Penggerak ~KK
24 | DB 24 G Kendaraan Operasional Istri/Sua:m.i Wakil W~ota
25 | DB 25 G




=

|
I

| [

T

Kepala Bagian Umurn ‘

26 |DB 26 G Kepala Dinas Komunfkasi Dan Informatika | |

27 |DB 27 G Kepala Dinas Pembei‘ dayaan Masyarakat DL Kllur ah
.8 |oe 28 G Is(epala Dinas Penanam "" Modal Dan Pelayanan ITerp‘adu
N atu Pintu

29 DB 29 G Kepala Dinas Kearsi {dl Dan Perpustakaan !

~0 DB 30 G Kepala Dinas Pang~-,. ( ‘ .
n D 31 G |ferme Dinas Ponber deyaan Persmpuan Dan |

32 Ipe 32 G g:feallli i;nas Pengendahan Penduduk Dan Keluarga
33 |DB 33 G Kepala Dinas Lingkungan Hidup | |
34 |DB 34 G Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olah.raga . |
35 |DB 35 G Kepala Dinas Pendid‘ikan Dan Kebudayaan \

36 |[DB 36 G Kepala Dinas Kesehatan | |
37 | DB 37 G Kepala Dinas Tenaga |Kerja | |
38 | DB 38 G Kepala Dinas Perhul: pngan ! |
39 | DB 39 G Kepala Dinas Kepencjudukan Dan Pencatatan S:ipil
40 | DB 40 G Kepala Dinas Pariwis fata | ‘
41 | DB 41 G Kepala Dinas Pekerjs{an Umum Dan Penataan Iiuang‘?r
1 | DB 42 G Ej&ﬂ;ﬁgs Perum \ahan Rakyat Dan Kawa':sanh

43 | DB 43 G Kepala Dinas KoperalsiUsaha Kecil Dan Menengah
44 | DB 44 G Kepala Dinas Perdagpangan Dan Perindustrian | |
45 | DB 45 G Kepala Dinas Pertan |-n Dan Perikanan | |
46 | DB 46 G Kepala Dinas Sosial |

47 | DB 47 G Kepala Satuan PolisiJPamong Praja Daerah . ‘ -
48 | DB 48 G Kepala Bagian Pemejmtahan ‘ |
49 | DB 49 G Kepala Bagian Kesej l1bteraan Rakyat ‘ |
50 | DB 50 G Kepala Bagian Pembfangunan dan Layanan PeJgadJaan
51 | DB 51 G Kepala Bagian Perekbnomian ! |

52 | DB 52 G Kepala Bagian Perler| gkapan | |
53 | DB 53 G Kepala Bagian Hums‘s dan Protokol | “
54 | DB 54 G Kepala Bagian Hukufl |

55| DB 55 G Kepala Bagian Orgar isasi dan Sumberdaya Matiusil
56 | DB 56 G




‘ |

57 | DB 57 G Camat Tomohon Uta1||ra J|
58 | DB 58 G Camat Tomohon Ten:gah | | |
59 | DB 59 G Camat Tomohon SelJtan | \ |

60 | DB 60 G Camat Tomohon Tinmur |

61 | DB 61 G Camat Tomohon Bar~t |

!
/1
WAL,IKCIfrA T~M,HON,
Paraf Koordinasi

Wakil Walikota Tomohon

Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian

Inspektur Kota

KabagHukum

Kepala Badan Keuangan
Daerah

~
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